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ABSTRACT

This study aims to examine the perceptions of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) owners
regarding the impact of tax policies on business profitability in Tangerang Regency. MSME tax policies
are expected to encourage tax compliance while improving business performance; however, in practice,
these policies are perceived differently by MSME owners. This research employs a qualitative approach
with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected
MSME owners, supported by observation and documentation. Data analysis was conducted through
data reduction, data display, and conclusion drawing, with triangulation applied to ensure data validity.
The results indicate that some MSME owners perceive tax policies as a burden that may reduce business
profitability, mainly due to limited understanding and administrative capabilities related to taxation.
Conversely, other MSME owners view tax policies as government support through relatively low tax
rates and simplified reporting procedures, which help maintain business sustainability. These findings
suggest that differences in perceptions are influenced by the level of tax literacy and business experience
of MSME owners. This study concludes that MSME tax policies need to be accompanied by enhanced
tax socialization and assistance in order to optimally contribute to business profitability and
sustainability

Keywords: Perception, Tax Policy, MSMEs, Profitability..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap profitabilitas usaha di Kabupaten Tangerang.
Kebijakan perpajakan UMKM diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan
kinerja usaha; namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut dipersepsikan secara berbeda oleh para
pemilik UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM yang dipilih secara purposive,
serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian pemilik UMKM memandang kebijakan perpajakan sebagai
beban yang dapat mengurangi profitabilitas usaha, terutama karena keterbatasan pemahaman dan
kemampuan administratif terkait perpajakan. Sebaliknya, sebagian pemilik UMKM lainnya memandang
kebijakan perpajakan sebagai bentuk dukungan pemerintah melalui tarif pajak yang relatif rendah dan
prosedur pelaporan yang lebih sederhana, sehingga membantu mempertahankan keberlanjutan usaha.
Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan dan
pengalaman usaha pemilik UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan UMKM
perlu disertai dengan peningkatan sosialisasi dan pendampingan perpajakan agar dapat secara optimal
berkontribusi terhadap profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang
Pribadi.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian
Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan
tenaga kerja. Di Kabupaten Tangerang, UMKM menjadi sektor penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi
berbagai kendala, khususnya terkait kebijakan perpajakan yang dinilai kompleks dan berpotensi
membebani usaha.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman pengusaha terhadap
peraturan perpajakan, yang berdampak pada tingkat kepatuhan serta persepsi negatif terhadap pajak.
Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan bisnis, termasuk dalam hal pengembangan usaha dan
pencapaian profitabilitas. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan
untuk mendukung UMKM, namun efektivitasnya masih bergantung pada pemahaman dan persepsi
pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten
Tangerang terhadap kebijakan pajak serta dampaknya terhadap profitabilitas usaha. Variabel yang
dikaji meliputi persepsi terhadap kebijakan pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan pengaruhnya
terhadap kinerja usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami
hubungan antara kebijakan perpajakan dan profitabilitas UMKM, serta menjadi bahan pertimbangan
bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung perkembangan
UMKM.

Penelitian ini terletak pada fokusnya untuk meneliti persepsi pengusaha UMKM di
Kabupaten Tangerang terhadap dampak kebijakan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi baru dalam literatur mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan profitabilitas usaha.

Mengacu pada penelitian Al Farisi & Igbal Fasa (2022), kebijakan yang responsif terhadap
kebutuhan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga penelitian ini berperan penting dalam konteks tersebut.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. Dalam sistem
perpajakan Indonesia, pajak diklasifikasikan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya,
serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan tertentu. Dalam konteks Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan perpajakan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai
sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan
ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meringankan beban pelaku usaha.
Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi
perpajakan, keterbatasan akses informasi, serta persepsi negatif bahwa pajak merupakan beban
tambahan bagi usaha.

Persepsi wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan dan efektivitas
kebijakan perpajakan. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan
perpajakan, pengalaman usaha, karakteristik sektor usaha, akses informasi, kemampuan teknologi, serta
kualitas pelayanan otoritas pajak. Persepsi yang positif cenderung meningkatkan kepatuhan, sedangkan
persepsi negatif dapat mendorong penghindaran pajak.

Di sisi lain, profitabilitas UMKM merupakan indikator utama dalam menilai kinerja usaha, yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya operasional, efisiensi manajemen, akses permodalan,
serta kebijakan perpajakan. Kebijakan pajak yang tidak sesuai dengan karakteristik UMKM berpotensi
menurunkan profitabilitas, sedangkan kebijakan yang adaptif dan memberikan insentif dapat
mendukung peningkatan kinerja usaha.
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Dengan demikian, hubungan antara kebijakan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan
profitabilitas UMKM menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif, khususnya dalam
memahami bagaimana pelaku UMKM merespons kebijakan pajak dan dampaknya terhadap
keberlangsungan usaha.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan perpajakan merupakan faktor
eksternal yang memengaruhi perilaku dan kinerja UMKM. Kebijakan tersebut, baik dalam bentuk
tarif, insentif, maupun sistem administrasi, akan diinterpretasikan oleh pelaku UMKM melalui
persepsi mereka terhadap keadilan, kemudahan, dan manfaat kebijakan tersebut.

Persepsi pengusaha UMKM terhadap kebijakan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti tingkat pengetahuan perpajakan, pengalaman usaha, akses informasi, kemampuan dalam
menggunakan teknologi perpajakan, serta kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Faktor-faktor ini
membentuk penilaian apakah kebijakan pajak dianggap mendukung atau justru membebani usaha.

Persepsi yang positif akan mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, yang pada
akhirnya dapat menciptakan pengelolaan usaha yang lebih baik, efisiensi biaya, serta stabilitas
keuangan. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan profitabilitas UMKM. Sebaliknya,
persepsi negatif dapat menurunkan kepatuhan, meningkatkan beban usaha, dan berdampak pada
penurunan profitabilitas.

PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TENTANG DAMPAK KEBIJAKAN
v

’_D.a.mmki Kebijakan Perpajakan MT

Persepsi Positif Dipengaruhi oleh: Persepsi Negatif

A 4

pengetahuan pajak, pengalaman usaha, akses informasi, kemampuan teknologi,

1.

v

Kepatuhan Pajak
v
Profitabilitas UMKM

Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif untuk
memahami secara mendalam persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap
kebijakan perpajakan serta dampaknya terhadap profitabilitas usaha. Pendekatan ini dipilih karena
mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjektif informan dalam konteks sosial dan
ekonomi yang nyata.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang memiliki karakteristik
UMKM yang beragam dan representatif. Waktu penelitian berlangsung pada Maret hingga Juni 2025,
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meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, serta analisis dan penyusunan laporan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument), yang didukung oleh
pedoman wawancara semi-terstruktur. Wawancara difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu
persepsi terhadap kebijakan pajak, dampaknya terhadap profitabilitas, tingkat pemahaman dan
kepatuhan pajak, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal
dua tahun. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan
variasi jenis usaha dan pengalaman perpajakan. Jumlah informan berkisar antara 13 hingga 20 orang,
dengan penentuan berdasarkan prinsip saturation (kejenuhan data).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan
dokumentasi. Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk
menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta member check
kepada informan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang
meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis
dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap
fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui penerapan kriteria credibility, transferability, dependability, dan
confirmability, dengan teknik triangulasi, member check, dan audit trail. Dengan pendekatan ini,
penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan relevan dalam
menjelaskan persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan serta implikasinya terhadap
profitabilitas usaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki persepsi yang
relatif positif terhadap kebijakan perpajakan, khususnya terkait penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5%.
Kebijakan ini dinilai memberikan kemudahan karena tarif yang rendah dan mekanisme perhitungan
yang sederhana berbasis omzet.

Selain itu, pelaku UMKM menilai bahwa kebijakan pajak telah mencerminkan asas keadilan fiskal,
karena terdapat perbedaan perlakuan antara usaha kecil dan usaha besar. Hal ini meningkatkan
kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa persepsi negatif, antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan pajak yang masih belum merata

2. Perubahan regulasi yang sering terjadi dan membingungkan

3. Keterbatasan pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan digital
4. Kurangnya pendampingan langsung dari pemerintah

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya
tarif pajak, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, pengalaman, dan akses terhadap informasi perpajakan.
Hal ini sejalan dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa interpretasi individu terhadap suatu
kebijakan dipengaruhi oleh faktor kognitif dan pengalaman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang merupakan salah satu
wilayah dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pesat. Berdasarkan
data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2022, jumlah pelaku UMKM
mencapai 61.011 unit usaha, yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil dengan karakteristik
pengelolaan yang masih sederhana.

Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur serta
masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha. Meskipun mayoritas telah memiliki NPWP, tingkat
pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih bervariasi, khususnya terkait
penerapan pajak final sebesar 0,5% dari omzet.

Penelitian ini melibatkan 13 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling
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dengan mempertimbangkan variasi sektor usaha seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumah
tangga. Jumlah responden ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, di mana informasi yang
diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang

signifikan.
Tabel 1. Profil Responden Penelitian

Kode Jenis Usaha Lama Jumlah Status

Responden Usaha Karyawan NPWP
R1 pedagang ikan 5 tahun 2 orang ada
R2 toko kelontong 5 Tahun 2 orang ada
R3 pedagang sayuran 4 Tahun 3 orang ada
R4 Barber shop 7 Tahun 2 orang ada
RS pedagang pakaian 3 Tahun 1 orang ada
R6 peternak ayam merah petelur 4 Tahun 1 orang ada
R7 bengkel sperpart motor 5 Tahun 2 orang ada
RS8 usaha konveksi jahit 4 Tahun 5 orang ada
R9 pedagang Ayam geprek 2 Tahun 3 orang ada
R10 distributor telur bebek 4 Tahun 2 orang ada
R11 agen pakan ternak 4 Tahun 3 orang ada
R12 warung nasi padang 3 Tahun 2 orang ada
R13 pedagang bakso 3 Tahun 2 orang ada

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 2. Ringkasan Persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten tangerang terhadap kebijakan
pajak yang diterapkan oleh pemerintah

Tema Utama Responden Interpretasi/Analisis
Kebijakan pajak dianggap R1,R10,R11 | responden menilai bahwa tarif pajak
membantu karena tarif ringan. sebesar 0,5% dari omzet cukup

meringankan beban usaha kecil dan
menengah
Kebijakan pajak membedakan R2 Pengusaha menilai pemerintah telah
usaha kecil dan besar. menunjukkan keadilan fiskal karena

memperlakukan pelaku usaha sesuai skala
usahanya. Hal ini menumbuhkan
kepercayaan terhadap sistem perpajakan
Sosialisasi kebijakan pemerintah | R3 Responden merasa masih kurang

masih belum efektif. memperoleh informasi dan pendampingan
teknis mengenai tata cara pelaporan
maupun pembayaran pajak secara daring

(DJP Online).
Kesenjangan antara niat dan R4,R6 Terdapat kesenjangan antara tujuan
pelaksanaan kebijakan kebijakan dan pelaksanaannya di
pemerintah untuk membantu lapangan. Pemerintah dinilai masih perlu
UMKM meningkatkan pengawasan dan pembinaan
agar kebijakan berjalan efektif.
Kemudahan kebijakan pajak bagi | RS Kebijakan pajak dinilai membantu karena
UMKM melalui sistem pajak sederhana dan hanya berdasarkan omzet
berbasis omzet
Perubahan aturan pajak yang R7 Ketidakstabilan aturan pajak yang
sering terjadi membingungkan menyulitkan pelaku UMKM kecil
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Tema Utama Responden Interpretasi/Analisis

pelaku UMKM kecil
Pelaku UMKM membutuhkan R8, R12 Kurangnya pendampingan langsung
pendampingan langsung dalam sebagai kendala dalam memahami
memahami kebijakan pajak. kebijakan pajak
Pemerintah dinilai sudah R9 Apresiasi terhadap upaya pemerintah
berusaha membuat kebijakan dalam mendukung UMKM melalui
yang ramah terhadap UMKM. kebijakan
Kebijakan pajak saat ini R13 Dampak Kebijakan Pajak terhadap Usaha
dirasakan lebih baik dan cukup Kecil
membantu dibanding
sebelumnya.

Sumber: Data Primer Diolah 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pengusaha UMKM terhadap dampak kebijakan
pajak terhadap profitabilitas usaha di Kabupaten Tangerang, diperoleh beberapa kesimpulan utama.

Pertama, persepsi pengusaha UMKM terhadap kebijakan perpajakan cenderung beragam.
Sebagian pelaku usaha memandang kebijakan pajak sebagai beban, terutama akibat keterbatasan
pemahaman terhadap regulasi dan prosedur administrasi perpajakan. Namun demikian, sebagian
lainnya menilai kebijakan tersebut cukup membantu, khususnya karena adanya tarif pajak final yang
relatif rendah serta sistem perhitungan yang sederhana berbasis omzet. Hal ini menunjukkan bahwa
persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat literasi pajak dan
pengalaman wajib pajak.

Kedua, kebijakan perpajakan tidak secara langsung mempengaruhi profitabilitas UMKM, tetapi
memiliki dampak tidak langsung melalui kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kewajiban
perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman dan kesiapan administrasi yang baik
cenderung mampu menjaga stabilitas profitabilitas usahanya. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman
dan kemampuan administratif menyebabkan pajak dipersepsikan sebagai faktor yang berpotensi
menekan keuntungan usaha.

Ketiga, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan,
antara lain keterbatasan pengetahuan perpajakan, rendahnya kemampuan administrasi keuangan, serta
kesulitan dalam mengikuti perkembangan regulasi dan penggunaan sistem digital perpajakan. Untuk
mengatasi hal tersebut, pelaku UMKM menerapkan berbagai strategi adaptif, seperti mencari
informasi secara mandiri, mengikuti sosialisasi, serta melakukan pencatatan keuangan sederhana.
Strategi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kepatuhan, meskipun masih memerlukan
dukungan eksternal yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Bagi pemerintah dan otoritas pajak,
diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih merata dan berkelanjutan, baik
melalui pendekatan langsung maupun pemanfaatan media digital. Selain itu, penyediaan layanan
pendampingan seperti klinik pajak UMKM serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan
digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan literasi perpajakan serta mulai menerapkan
pencatatan keuangan yang lebih tertib, meskipun dalam bentuk sederhana. Pemanfaatan teknologi
perpajakan juga perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi dan akurasi pelaporan. Bagi peneliti
selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan agar memperoleh
hasil yang lebih representatif. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran
(mixed methods) dapat dilakukan untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antara kebijakan
pajak dan profitabilitas UMKM. Kajian lanjutan mengenai peran digitalisasi perpajakan juga menjadi
topik yang relevan untuk dikembangkan.
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